
1 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Al-Qur’an & Hadist 

Surat Al-Baqarah ayat 178 & 179 

Surat Al-Isra, ayat 33 

Surat Al-Maidah ayat 45  

Surat An-Nisa ayat 92 

Hadist Riwayat Tirmidzi 

Hadist Riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibn Huzaimah 

 

B. Buku 

Atmasmita, R. A. 1979. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. Bandung: 

Bina Cipta. 

 

Hamzah, A. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: 

Pradnya Paramita. 

 

Hanintidjo, R. 1982. Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. 

 

Moeljatno, P. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : PT 

Bumi Aksara. 

 

P.A.F, L. 1982. Hukum Penitensier Indonesia. CV. ARMICO. 

 

Poernomo, B. 1985. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem 

Pemasyarakatan. Yogjakarta: Liberty. 

 

Sianturi, E. Y. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, cet.3. . Jakarta: Storia Grafika. 

 

Sudarto. 1981. Diktat Hukum Pidana. FH. UNDIP. 

 

Suhardjo. 1979. Dari sanggar ke sanggar, suatu komitmen, pengayom 

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 

 

Usman, N. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 



2 

Widiarty, P. I. 2008. Pembaharuan pemikiran DR. Suhardjo Mengenai 

Pemasyarakatan Narapidana. Jakarta: Indhill Co. 

 

Zulfa, E. A. 2017. Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem 

Pemasyarakatan. Depok: Raja Grafindo Persada. 

 

C. Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.2.PK.04-10 tahun 

2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi,pembebasan 

bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas. 

 

Pasal 5 sampai pasal 9, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 

N.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 

Bersyarat. 

 

Psl. 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 

Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, 

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 

 

Psl. 1 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan psl. 1 dan 2 Peraturan 

Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 

tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan 

bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. 

 

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP NO. 32 Tahun 1999, LN 

No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846,ps. 1 bagian 7 

 

 

D. Artikel/Website dan lain-lain 

Ekardhi,pelaksanaan,diakses,dari,http://ekardhi.blongspot.co.id/2012/12/pel

aksanaan.html?/m=1 pada tanggal 01 mei 2018 pukul 15.00 

 

http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-

hak-hak.html 

 

Wawancara dengan Pak Heri Dwi Siswanto S.H, M.H. Kasubsi 

PelayananTahanan Rutan Purwodadi.  

 

Wawancara dengan pak Mela Windarto, Regristrasi Pelayanan Tahanan 

Rutan Purwodadi, tanggal 25 juli 2018 

 

http://ekardhi.blongspot.co.id/2012/12/pelaksanaan.html?/m=1
http://ekardhi.blongspot.co.id/2012/12/pelaksanaan.html?/m=1


3 

www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html pada 01 

mei 2018 pukul 16.36 

 

Zamideath, Pengertian Pelaksanaan (actuating), diakses dari 

http://ddsgpunya.blongspot.co.id/2013/03/pengertian-

pelaksanaan.html?m=1 pada 01 mei 2018 pukul 13.30 

http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html
http://ddsgpunya.blongspot.co.id/2013/03/pengertian-pelaksanaan.html?m=1
http://ddsgpunya.blongspot.co.id/2013/03/pengertian-pelaksanaan.html?m=1

